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BAB IV 
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
 
4.1. SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN ROKAN HULU 
Keberadaan wilayah Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari keberadaan 
kerajaan Rokan, kerajaan Rambah dan kerajaan Tambusai pada abad ke-18. Pada 
masanya kerajaan-kerajaan ini sempat mengalami masa keemasannya hingga 
munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Dizaman penjajahan Belanda, nama 
Rokan Hulu mulai dikenal banyak orang terutama para saudagar dari berbagai 
kawasan nusantara dan mancanegara. Sebagai pusat perdagangan, wilayah ini dapat 
ditembus melalui jalur darat dan sungai, yaitu melewati sungai Rokan sungai terbesar 
di Rokan Hulu. Pada masa itu pemerintah Kolonial Belanda menempatkan Pasir 
Pengaraian yang merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu sekarang sebagai 
daerah Kewedanaan. 
Setelah Indonesia merdeka, wilayah Rokan Hulu mulai berubah dengan 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Utara tanggal 9 November 
1949 Nomor 10GM/STE/49 Kewedanaan Pasir Pengaraian dimasukkan kedalam 
wilayah Kabupaten Kampar dengan Ibu Kota Pekanbaru. Keadaan ini bertahan cukup 
lama hingga terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525 tanggal 26 
Mei 1997, Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilaya 1. 
Dua tahun kemudian perubahan yang cukup signifikan kembali terjadi. 
Seiring dengan maraknya gelombang reformasi di segala bidang dan Otonomi Daerah 
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dicanangkan, banyak tokoh Rokan Hulu yang menuntut status tersendiri bagi 
daerahnya. Tokoh-tokoh Rokan Hulu menghendaki wilayahnya terpisah dari 
Kabupaten Kampar, mereka berpendapat jika Rokan Hulu terpisah dari Kabupaten 
Kampar maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Apalagi jarak Ibukota 
Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu yang relatif jauh sehingga menjadi kendala 
serius bagi pembangunan Rokan Hulu. 
Dari sisi kebudayaan Rokan Hulu juga mempunyai alasan untuk berdiri 
sendiri. Rokan Hulu mempunyai kultur bahasa serta adat istiadat yang berbeda dari 
induknya, dan yang paling utama faktor ketertinggalan baik dari segi pengambangan 
Sumber Daya Manusia maupun pengelolaan Sumber Daya Alam dibandingkan 
dengan daerah lain di Riau. Akhirnya berimbas pada rendahnya tingkat 
perkembangan perokonomian masyarakat. Tokoh-tokoh intelektual dan masyarakat 
Rokan Hulu menyadari dengan berdirinya kabupaten tersendiri maka Rokan Hulu 
mampu mengajar berbagai ketertinggalan tersebut. 
Keinginan yang menggebu tersebut direspon oleh pemerintah, pada tanggal 12 
Oktober 1999 keluarlah Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 dan diperkuat 
lagi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004 tanggal 26 
Agustus taghn 2004. Sehingga terbentuklh Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota 
Pasir Pengaraian. Kabupaten ini diberi julukan sebagai Negeri seribu suluk. 
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4.2. SEJARAH BERDIRINYA BADAN PELAYANAN TERPADU 
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  KABUPATEN ROKAN 
HULU 
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) di kabupaten Rokan Hulu ini 
berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah. Pada tahun 2010 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 
Penanaman ModalKabupaten Rokan Hulu mendapat penghargaan sebagai pelayanan 
publik terbaik di Provinsi Riau dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional pada 
tahun 2011, mengalahkan 220 Kabupaten/Kota lainnya. Dengan prestasi itu 
Kabupaten Rokan Hulu mendapat penghargaan investman award dari Menteri 
Koordinator Perekonomian Indonesia Ir. M. Hatta Rajasa pada hari Rabu tanggal 12 
Oktober 2011. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 
(KPTP) berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
(BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. 
Saat ini Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
(BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang PNS yaitu Bapak 
Ridarmanto, S.IP yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 
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4.3. GAMBARAN UMUM BPTP2M KABUPATEN ROKAN HULU 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan 
Hulu mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan 
Penananaman Modal( Bptp2m ) Sebagai Satuan Kerja Yang Unggul Dalam Kualitas, 
Profesional Dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan.” 
Demi meujudkan vissi tersebut, Badan Pelayanan Tepadu Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu mempunyai misi yang akan dilaksanakan, 
yaitu : 
a. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan. 
b. Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada 
masyarakat. 
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 
pelayanan perizinan dan non perizinan 
d. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan 
yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti. 
e. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju 
pelayanan prima 
f. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan. 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Rokan Hulu 
merupakan unsur penunjang pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perizinan dan non 
perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakantugas lainnya: 
a. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang 
perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;   
b. Mengkoordinasikan penyusunan program  kantor dan melaksanakan pembinaan 
bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
c. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 
d. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perizinan; 
e. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian 
pelayanan perizinan dan non perizinan. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program  BPTP2M ; 
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ; 
c. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 
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d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan  dan non 
perizinan; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh: 
i      Kepala Bagian Tata Usaha membawahi: 
a. SubBagian Administrasi dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
ii. Bidang Perekonomian 
iii. Bidang Non Perekonomian 
iv. Bidang Penanaman modal membawahi: 
b. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal; 
c. Sub Bidang Promosi. 
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, BPTPPM masih 
mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat 
penunjangnya. Sumber daya manusia di BPTPPM masih terbatas jumlahnya termasuk 
kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem pelayanan, maka 
pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelayanan yang tanggap dengan 
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melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih 
belum mencukupi. 
Sumber daya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang 
pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai BPTPPM Kabupaten Rokan 
Hulu berjumlah 75 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 29 orang dan 
Pegawai Honorer 46 orang. 
Tabel 4.1. Data Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman 
Modal Menurut Golongan/Kepangkatan 
 
GOLONGAN A B C D JUMLAH 
II 1 8 2 1 12 
III 2 7 4 3 16 
IV 1    1 
JUMLAH 29 
Sumber : kantor BPTP2M Kab. Rohul 
Dari tabel 4.1. diatas tersaji data pegawai PNS di BPTP2M Kabupaten Rokan 
Hulu berdasarkan golongan/ kepangkatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah 
pegawai golongan II.A berjumlah 1 orang, golongan II.B berjumlah 8 orang, 
golongan II.C berjumlah 2 orang dan golongan II.D berjumlah 1 orang, dengan 
jumlah keseluruhan pegawai di golongan II  berjumlah 12 orang. Selanjutnya 
pegawai golongan III.A berjumlah 2 orang, golingan III.B berjumlah 7 orang, 
golongan III.C berjumlah 2 orang dan golongan III.D berjumlah 3 orang, dengan 
jumlah keseluruhan pegawai di golongan III berjumlah 16 orang. Kemudian yang 
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golongan IV.A berjumlah 1 orang. Dengan total keseluruhan pegawai dari seluruh 
golongan berjumlah 29 orang (100%). 
Tabel 4.2. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan 
Penanaman Modal Menurut Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 PASCA SARJANA (S2) -  
2 SARJANA (S1) 18 62,07 
3 DIPLOMA 1 3,45 
4 SLTA 10 34,48 
Jumlah 29 100,00 
Sumber Data : Kantor BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu 
 Dari tabel 4.2. diatas tersaji data PNS di BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu 
berdasarkan tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai 
yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 18 orang (62,07%), pegawai yang 
berpendidikan Diploma (D3) berjumlah 1 orang (3,45%), dan pegawai yang 
berpendidikan SMA berjumlah 10 orang (34,48%). Dengan total keseluruhan 
pegawai PNS berjumlah 29 orang (100%). 
Tabel 4.3. Data Pegawai Honorer Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan 
Penanaman ModalMenurut Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 SARJANA 14 30,43 
2 DIPLOMA 5 10,87 
3 SLTA 27 58,70 
4 SLTP   
Jumlah 46 100,00 
Sumber Data : Kantor BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu 
Dari tabel 4.3. diatas tersaji data pegawaihonorer di BPTP2M Kabupaten 
Rokan Hulu berdasarkan tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
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jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 14 orang (30,43%), 
pegawai yang berpendidikan Diploma (D3) berjumlah 5 orang (10,87%), dan 
pegawai yang berpendidikan SLTA berjumlah 27 orang (58,70%). Dengan total 
keseluruhan pegawai honorer berjumlah 46 orang (100%). 
Tabel 4.4. Data Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman 
ModalMenurut Jabatan 
No Tingkat Jabatan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 ESELON II 1 3,45 
2 ESELON III 4 13,79 
3 ESELON IV 5 17,24 
4 STAF 19 65,52 
Jumlah 29 100,00 
Sumber Data : Kantor BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu 
 Dari tabel 4.4. diatas tersaji data PNS di BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu 
yang di data menurut tingkat jabatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pegawai yang 
berjabatan Eselon II berjumlah 1 orang (3,45%), yang berjabatan Eselon III 
berjumlah 4 orang (13,79%), yang berjabatan Eselon IV berjumlah 5 orang (17,24%) 
dan Staf berjumlah 19 orang (65,52%). Dengan total keseluruhan pegawai PNS 
berjumlah 29 orang (100%). 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Rokan Hulu 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan 
dan perlengkapan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5.    Perlengkapan Dan Peralatan BadanPelayananTerpaduPerizinan 
Dan Penanaman Modal 
No Jenis Barang Jumlah 
1 Komputer/Pc 20 Unit 
2 Laptop/Notebook 14 Unit 
3 Komputer Server 1 Unit 
4 Komputer Touch Screen 1 Unit 
5 Printer 31 Unit 
6 Hardisk  Eksternal 3 Unit 
7 Mesin Tik 4 Unit 
8 Mesin Tik Listrik 3 Unit 
9 Mesin Faximile 1 Unit 
10 Mesin Fotocopy 2 Unit 
11 Penghancur Kertas 1 Unit 
12 Scanner 1 Unit 
13 Lemari Arsip 11 Unit 
14 Filling Kabinet 24 Unit 
15 Mesin Genset 1 Unit 
16 Proyektor 1 Unit 
17 Camera 2 Unit 
18 Gps 5 Unit 
19 Televisi 11 Unit 
20 Display (Running Tex) 2 Unit 
21 Pembatas Antrian 7 Unit 
22 Sound System 2 Unit 
23 Speaker 8 Unit 
24 Pesawat Telepon 1 Unit 
25 Micropon Wireles 1 Unit 
26 Gantungan Koran 5 Unit 
27 Sofa 3 Unit 
28 Jam Dinding 31 Unit 
29 Kulkas 1 Unit 
30 Reciper 5 Unit 
31 Barcode 6 Unit 
32 Pojok Jelita 2 Unit 
33 Dispenser 5 Unit 
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34 Tangga Besi 1 Unit 
35 Kompor Gas 1 Unit 
36 Rak Piring 1 Unit 
37 Lemari Besi/ Roll Opec 1 Unit 
38 Kendaraan Roda 4 8 Unit 
39 Kendaraan Roda 2 1 Unit 
40 Kalkulator 5 Unit 
41 Brankas 1 Unit 
42 Rak Besi 4 Unit 
43 White Board Besar 7 Unit 
44 White Board Sedang 2 Unit 
45 Meja Rapat 4 Unit 
46 Meja ½ Biro 15 Unit 
47 Meja 1 Biro 15 Unit 
48 Pendingin Ruangan (Ac) 21 Unit 
49 Pendingin Ruangan (Ac) 23 Unit 
50 Cctv  1 Set 
51 Flash Disk 6 Unit 
52 Kursi Kerja 221 Unit 
53 Almari 4 Unit 
54 Kursi Kerja 76 
55 Almari 6 Unit 
Jumlah 640 Unit 
Sumber Data : Kantor BPTP2M Kabupaten Rokan 
 Dari tabel 4.5 diatas tesaji data mengenai seluruh perlengkapan dan peralatan 
yang dimiliki oleh BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu. Dari tabel tersebut terlihat 
bahwa perlengkapan dan peralatan di BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu sudah bisa 
dikatakan lengkap dan cukup memadai dengan jumlah keseluruhan peralatan dan 
berlengkapan berjumlah 640 unit. 
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D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu, Tugas Pokok Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
(BPT2PM) adalah : “Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam 
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu melalui sistem 
pelayanan satu pint”. 
Dilihat dari tugas pokok diatas, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran yang sangat strategis, 
yakni melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
sinkronisasi, Integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dengan rincian tugas 
antara lain: 
a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di 
bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian; 
b. Mengkoordinasikan penyusunan program kantor dan melaksanakan 
pembinaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
c. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 
d. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perzinan; 
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e. Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 
f. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses 
pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi: 
a.  Pelaksanaan penyusunan program kantor; 
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; 
c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 
d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
i.  Kepala Badan  
Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta 
melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan terpadu 
perizinan dan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan 
peraturan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi: 
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a. Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja Badan 
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan 
Hulu terkait dengan fungsi utama Badan Pelayanan Terpadu perizinan 
dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu; 
b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, hasil capaian dan 
kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
Kabupaten Rokan Hulu. 
c. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan pelayanan 
terpadu perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 
funsingya. 
Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Merumuskan garis besar rencana kerja, langkah, target capaian dan 
strategi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan serta 
penanaman modal. 
b. Membuat program kinerja dan rencana capaian kinerja setiap tahunnya 
sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan pelayanan; 
c. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf pelayanan 
dan peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan 
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promosi daerah dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai 
tempat berinvestasi yang kondusif. 
d. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perijinan dan 
non perizinan serta pelayanan perizinan serta non perizinan bidang 
penanaman modal. 
e. Merumuskan kebijakan terkait dengan inovasi dan pengembangan 
sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan 
penanaman modal; 
f. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait 
dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman 
modal. 
g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang 
terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman 
modal. 
h. Mengadakan koordinasi dengan lembaga nasional maupun internasional 
terkait dengan kerjasama investasi, promosi daerah serta pengembangan 
sistem layanan penanaman modal; 
i. Mengkoordinasikan secara garis besar pelaksanaan kedinasan Badan 
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dibantu dengan 
pejabat yang menjadi bawahannya; 
j.  Memberikan data kepada Bupati terkait dengan potensi investasi serta 
program promosi daerah; 
 76 
 
k. Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang 
memfasilitasi promosi di tingkat nasional maupun multinasional; 
l. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka 
pelaksanaan pelayanan umum di bidang perizinan dan non perizinan 
serta bidang penanaman modal. 
m. Mengadakan kontrol terhadap aktivitas Kepala Bagian dan Kepala 
Bidang di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 
Kabupaten Rokan Hulu; 
n. Memutuskan diterbitkan atau tidak diterbitkannya suatu perizinan dan 
atau non perizinan berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis dan 
bidang yang menanganinya; 
o. Menandatangani Dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan 
pendelegasian dari Bupati Rokan Hulu yang diatur sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 
p. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu; 
q. Memberikan penilaian DP3 para Kepala Bagian dan Kepala Bidang di 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten 
Rokan Hulu. 
r. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait 
dengan kinerja bawahan; 
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ii. Sekretariat 
a. Kepala Bagian Tata Usaha 
Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok merencanakan 
operasionalisasi, memberi tugas, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, 
evaluasi, pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang. 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program teknis adminstrasi kepegawaian, administrasi 
keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; 
b. Penyelenggaraan program administrasi umum; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan sub bagian; 
d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian. 
 
Rincian tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah: 
a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan 
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan, pengelolaan 
aset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan; 
b. Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait dengan 
tugas dan fungsinya; 
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c. Melakukan pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan yang 
meliputi penata usahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar; 
d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta 
informasi yang berhubungan dengan bidang ketata usahaan umum di 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 
teknis di bidang ketata usahaan umum di lingkungan Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 
f. Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang ketatausahaan umum; 
g. Menyiapkan bahan petunjuk guna memecahkan berbagai masalah yang 
dihadapi di bidang ketatausahaan; 
h. Melakukan pengelolaan administratif terhadap naskah dinas yang masuk 
dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait; 
i. Melaksanakan koordinasi penatausahaan di bidang keuangan dan 
perlengkapan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 
j. Mengatur jalannya kegiatan yang melibatkan penggunaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang melekat pada kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BPTP2M; 
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k. Mengumpulkan data serta menghimpun bahan pelaporan kegiatan 
penatausahaan, keunangan, pengelolaan aset dan jalannya kegiatan di 
BPTP2M kepada Kepala Badan; 
l. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan 
penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data pelaporan 
perkembangan setiap triwulan; 
m. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bwahannya 
sesuai dengan sub bagiannya; 
n. Mengawasi jalannya penggunaan anggaran BPTP2M dan menmeriksa 
laporan keuangan serta memberikan laporan kepada Kepala Badan setiap 
triwulannya; 
o. Mengawasi jalannya penatausahaan aset yang dimiliki dan memeriksa 
laporan asset serta memberikan laporan setiap triwulan kepada Kepala 
Badan; 
Tugas dan fungsi dari Kepala sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian 
adalah: 
a. Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan; 
b. Membuat dan menyusun program kerja Kepala Sub Bagian Administrasi 
dan Kepegawaian; 
c. Melaksanakan ketatausahan di bidang adminsitrasi surat menyurat; 
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d. Mengagendakan setiap surat masuk dan keluar serta mengarsipkan surat 
tersebut; 
e. Membuat ringkasan isi surat penting sebagai bahan pelaksanaan tugas di 
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 
f. Mengumpulkan data tentang permasalahan terkait pelaksanaan tugas di 
sub bagian administrasi dan kepegawaian untuk dapat diperoleh jalan 
keluar; 
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di Badan Pelayanan 
Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal; 
h. Mengumpulkan data kepegawaian setiap pegawai di Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai bahan untuk 
penyusunan DUK, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun; 
i. Melaksanakan pengurusan tentang kepegawaian bagi pegawai Badan 
Pelayanan Terpadu Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 
j. Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 
 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
 Rincian tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  dan 
Pelaporan adalah: 
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a. Melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi evaluasi yang berkelanjutan 
terhadap kegiatan, perencanaan pengambangan sistem dan kapasitas bagi 
pegawai, perencanaan pelaksanaan pelayanan; 
b. Mengumpulkan data terkait perencanaan BPTP2M dan melaksanakan 
kajian terhadap rencana dimaksud; 
c. Memberikan perimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala 
Badan dalam tahapan perencanaan dan kajian hasil evaluasi kinerja dan 
capaian target; 
d. Melakukan tahapan perencanaan terhadap langkah startegis BPTP2M; 
e. Mengumpulkan pendapat dari sub bagian dan seluruh Bidang di BPTP2M 
untuk dijadikan bahan persiapan perencanaan; 
f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan pengaduan masyarakat 
dan pelakasnaan survey indeks kepuasan masyarakat; 
g. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat, hasil IKM serta memberikan 
pertimbangan dan evaluasi teknis terhadap pokok-pokok permasalahan 
yang dihadapi; 
h. Mengisi data dan kuesioner terkait dengan pelaksanan pelayanan dan 
tugas yang dilaksnakan oleh BPTP2M; 
i. Menyusun tabel data permalasahan yang sering dihadapi untk 
merumuskan suatu sistem standar pelayanan minimal yang komperhensif; 
j. Merumuskan tahapan re-planning atau perencanaan ulang berdasarkan 
masukan setelah evaluasi; 
 82 
 
k. Mengkaji hasil pengaduan masyarakat dan IKM untuk dijadikan bahan 
perencanaan secara berketerusan; 
l. Melaskasnakan evaluasi terhadap kinerja seluruh pegawai dan membuar 
laporan yang dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Badan; 
m. Mengumpulkan data terkait pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang, 
sub bagian, sub bidang utntuk dilaksanakan evaluasi dan pembuatan 
laporan; 
i.  Kepala Bidang Perekonomian 
Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok merencanakan 
pelaksanaan pelayanan, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang 
perekonomian atau yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi yang telah 
didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 
Penanaman Modal, melakukan verifikasi data terkait pelayanan, mengkoordinasikan 
rapat teknis dengan tim teknis pelayanan terpadu mengevaluasi pelaksanaan 
pelayanan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan. 
Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi: 
a. Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di 
bidang perekonomian dan merencanakan langkah startegis pelaksanaan 
pelayanan. 
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b. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non 
perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan teknis dari satuan 
kerja teknis; 
c. Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang dibawahinya untuk 
melaksanakan pelayanan; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Kepala Bidang perekonomian mempunyai rincian tugas: 
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan 
di bidang perekonomian; 
b. Memberikan petunjuk, arahan, penilaian, pengawasan serta pembinaan 
terhadap bawahannya; 
c. Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah di periksa petugas 
pelayanan; 
d. Memaraf lembar pernyataan kelengkapan berkas; 
e. Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berada di bawah bidang 
perekonomian terkait administrasi pelayanan; 
f. Mengarsipkan seluruh data dan dokumen yang terkait dengan perizinan 
dan non perizinan yang dikeluarkan; 
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g. Mengkoordinasikan petugas pelayanan mobil keliling yang melaksanakan 
pengecekan lapangan terkait dengan perizinan dan non perizinan di 
bidang ekonomi; 
h. Memberikan laporan secara berkala setiap triwulan terkait dengan 
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat data 
berupa jumlah dan bidang ekonomi. 
i. Mengumpulkan data tentang perizinan dan non perizinan yang bernilai 
investasi dan berpotensi menambah PAD; 
j. Melaksanakan pelayanan dengan berpegang teguh pada prinsip pelayanan 
prima dan JELITA; 
k. Menerima tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk dilaksanakan 
langkah-langkah pemecahan masalah; 
l. Memberikan jawaban kepada pemohon terkait pengajuan perizinan 
maupun non perizinan yang ternyata tidak memiliki kelengkapan 
persyaratan maupaun ditolak oleh tim teknis;. 
Bidang Perekonomian terdiri dari tim teknis yang merupakan kelompok kerja 
yang terdiri dari unsur-unsur BPTPPM mempunyai kewenangan untuk memberikan 
masukan/ saran terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perekonomian. 
 Tim teknis mempunyai tugas; 
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a. Memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan dan 
non perizinan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang 
Perekonomian; 
b. Membantu menyebarluaskan informasi dan memsosialisasikan berbagai 
kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan; 
c. Menyediakan bahan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan 
perizinan dan non perizinan; 
d. Melaksanakan peninjauan lapangan atau survey; 
ii. Kepala Bidang Non Perekonomian 
Kepala Bidang Non Perekonomian mempunyai tugas pokok merencanakan 
pelaksanaan pelayanan, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang 
non perekonomian atau yang tidak menimbulkan dampak langsung bagi 
perekonomian yang telah didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, melakukan verifikasi data terkait 
pelayanan, mengkoordinasikan rapat teknis dengan tim teknis pelayanan terpadu 
mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
pelayanan. 
iii. Kepala Bidang Non Perekonomian mempunyai fungsi: 
a. Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang 
perekonomian dan merencanakan langkah strategis pelayanan; 
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b. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non 
perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan teknis dari satuan kerja 
teknis; 
c. Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang dibawahinya untuk 
melaksanakan pelayanan; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
iv.  Kepala Bidang Non perekonomian mempunyai rincian tugas: 
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 
perizinan di bidang non perekonomian; 
b. Memberikan petunjuk, arahan, penilaian dan pengawasan serta 
pembinaan terhadap bawahannya; 
c. Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah di periksa petugas 
pelayanan; 
d. Memaraf lembar pernyataan kelengkapan berkas; 
e. Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berad di bawah Bidang  
Non Perekonomian terkait administrasi pelayanan; 
f. Melaksanakan penjadwalan rapat teknis dengan SKPD teknis; 
g. Melaksanakan rapat teknis dengan SKPD teknis terkait; 
h. Menjadwalkan pengecekan lapangan bagi perizinan maupun non 
perizinan yang mensyaratkan pemeriksaan lapangan; 
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i. Memberikan laporan secara berkala setiap triwulan terkait dengan 
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat data 
berupa jumlah dan bidang non ekonomi; 
j. Mengumpulkan data tentang perizinan dan non perizinan yang bernilai 
investasi dan berpotensi menambah PAD; 
k. Melaksanakan pelayanan dengan berpegang teguh pada prinsip 
pelayanan prima dan JELITA; 
l. Menerima tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk dilaksanakan 
langkah-langkah pemecahan masalah; 
Bidang Non Perekonomian terdiri dari tim teknis yang merupakan 
kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur BPTPPM yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan masukan/ saran terhadap permohonan 
perizinan dan non perizinan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Kepala Bidang Non Perekonomian. 
 Tim teknis mempunyai tugas: 
a. Memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan dan 
non perizinan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Non 
Perekonomian; 
b. Membantu menyebarluaskan informasi dan memsosialisasikan berbagai 
kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan; 
c. Menyediakan bahan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan 
perizinan dan non perizinan; 
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d. Melaksanakan peninjauan lapangan atau survey; 
e. Menyiapkan laporan hasil peninjauan lapangan atau survey secara 
tertulis; 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
v. Kepala Bidang Penanaman Modal 
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan 
perencanaan tentang pelaksanaan penanaman modal, perencanaan 
pelaksanaan promosi daerah, pengumpulan data tentang peluang investasi dan 
hambatan-hambatan yang terdapat di lapangan, memberikan pembinaan 
kepada pelaku usaha dan memberikan pelayanan bagi calon investor, investor 
serta emnghimpun data dan peluang investasi. 
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan dan perencanaan pelaksanaan penanaman modal dan langkah 
strategis dalam promosi dan peningkatan nilai investasi; 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal 
dan promosi daerah; 
c. Mengevaluasi serta mengembangkan kemampuan dalam penanaman 
modal dan investasi. 
d. Melakukan pembinaan serta pengambangan terhadap sistem pelayanan  
maupun sistem pelayanan informasi. 
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai rincian tugas: 
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a. Melaksanakan koordinasi dengan sub bidang dibawahnya tentang 
pelaksanaan penanaman modal dan promosi; 
b. Memberi petunjuk, arahan, penilaian, koreksi, pengawasan serta 
pembinaan terhadap bawahannya; 
c. Mengumpulkan data terkait dengan investasi yang dimiliki Kabupaten 
Rokan Hulu dan langkah promosi yang telah diambil; 
d. Memeriksa kelengkapan data investasi yang dimiliki sebagai bahan 
pengembangan kawasan investasi; 
e. Merencanakan langkah untuk mengoptimalkan potensi investasi dan 
peluang promosi yang ada; 
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak nasional 
maupun internasional terkait dengan peluang investasi dan promosi 
daerah; 
g. Merangkum informasi terkait tentang investasi dan promosi daerah dan 
merencanakan langkah strategis pengembangan kemampuan promosi 
daerah; 
h. Menyusun peta investasi berdasarkan data yang ada pada setiap sub 
bidang yang dibawahinya; 
i. Mempersiapkan data yang yang diminta Kepala Badan dalam rangaka 
mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan promosi daerah; 
j. Merencanakan pengembangan sistem pelayanan dan sistem informasi 
penanaman modal dan investasi; 
 90 
 
k. Memberikan laporan tentang kemajuan penanaman modal dan promosi 
serta tentang pengembangan yang telah dilaksanakan; 
l. Mengelola potensi pengembangan promosi daerah serta menjajaki 
langkah yang efektif untuk melaksanakan promosi; 
i.  Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal Tugas 
dan fungsi Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Penanaman 
Modal adalah: 
a. Merencanakan kegiatan sub bidang pembinaan dan pelayanan 
penanaman modal berdasarkan kegiatan tahunan sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan setiap tahunnya; 
b. Mengkoordinasikan secara teknis pembinaan terhadap pelaku usaha 
dan investor; 
c. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait tentang pengembangan 
penanaman modal dan pelayanan permodalan; 
d. Menghimpun, mempelajari dan mengimplementasikan peraturan 
tentang penanaman modal; 
e. Merumuskan pedoman  kebijakan pengembangan dan pembinaan 
penanaman modal dan melaksakan koordinasi dengan pihak terkait; 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dan 
Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan 
penanaman modal; 
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g. Menyusun SOP terhadap pelayanan penanaman modal dan 
mengadakan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan SOP 
tersebut; 
h. Melaksanakan koordinasi secara teratur dengan lembaga yang 
membawahi investasi baik di provinsi maupaun nasional; 
i. Menindaklanjuti hasil layanan pengaduan terhadap layanan penanaman 
modal, pembinaan investor, pengembangan investasi dan pemantapan 
iklim investasi; 
j. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan informasi yang masuk 
dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan layanan penanaman 
modal; 
k. Melaksanakan peningkatan kemampuan bawahan tentang pemahaman 
pentingnya penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan penanaman 
modal; 
ii. Kepala Sub Bidang Promosi 
Kepala Sub Bidang Promosi mempunyai tugas dan fungsi: 
a. Merencanakan kegiatan sub bidang promosi terkait tentang promosi  
daerah; 
b. Memberikan petunjuk, arahan, pembinaan, pengawasan serta penilaian 
terhadap bawahan yang ada di sub bidang promosi; 
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c. Merencenakan langkah strategis pelaksanaan kegiatan yang terkait 
dengan promosi daerah; 
d. Mengkoordinasikan agenda kegiatan promosi daerah di level 
Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun event Multinasional; 
e. Berkoordinasi dengan sub bidang pembinaan dan pelayanan 
penanaman modal terkait tentang pelaku usaha; 
f. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang dan Kepala Badan 
tentang kebijakan promosi daerah; 
g. Merangkum data promosi yang telah dilaksanakan serta 
mengoptimalkan media promosi yang telah ada; 
h. Merencanakan media informasi dan promosi daerah yang efektif, 
efisien dan berdaya guna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
